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Jalan Bukit cermun Kelong Bintan Pesisir Kabupaten Bintan
Kode Pos 29151 —email : bintan pesisic( 2adgmat] con

KEPUTUSAN CAMAT BINTAN PESISIR
KRABUPATEN BINTAN
NOMOR 3% TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PLBLIK
PADA KANTOR CAMAT BINTAN PESISIR KABUPATEN BINTAN
TAHUN 2024

CAMAT BINTAN PESISIR

Mentmbang n. bahwa dalam rangka mewuudkan penyelenggaraan pelavanan publik
sesuni dengan asas penvelengearaan pemerintahan yvang baik dan guna
mewujudkan kepastian hak dan kewanban berbagar pihak vang terkan
dengan  penyelenggaraan  pelayanan,  setiap  penyelengmarunn
pelavanan publik wanb menetapkan standar operasional pelayvanan

LEETILEITT,

b bahwa dalam rtangka meningkaikan pelavanan  publik  tersebut

dipandang periu menetapkan standar operasional pelayanan umum;

¢ bahwe berdasarkan pertimbpanpan huruf a dan b dipandang periu

menetapkan Keputusan Camat Bintan Pesisir

Mengingat |. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelavanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
N 112, Tembahan Lembaran Negara Republhik [Indones:a

pomor 50385,

I

Undang-lndang Nomeor 23 Tahun 2014 tentang Pemermtghan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2074
nomor 244, Tambahan Lembaran Megara Republik [Indones:ia
Nomaor 5587),

Peraturan Pemerintah Republhik Indonesia Nomor &5 Tahun

Ll

2005 tentang Pedoman Penvusunan dan Penerapan Standar

Pelavanan..




1

11

Pelavanan Minimal { Lembaran Megara Republik Indonesia
Tahun 20035 Nomor |50, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Momor 4585,

Peraturan Pemenntah republic Indonesia Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan  Antara  Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemermtah Dacrah Kabupaten/Kota
iLembaran Megara RepubliX Indoneésia Tahun 2007 NMomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonewa Nomor 4737,

Peraturan Pemenntah Republik Indonesia Nomeor 41 Tahun 2007
tentang Orgamisas: Perangkat Daerah (Lembaran Nepara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4741 ),

Peraturan Presiden Nomeor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan
Pelavanan Publik,

Peraturan Bersam Menteri Pemberdayaagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Momor 62 Tahun 2018 Tentang Pedoman Sistem
Pengelolaan Pelavanan Pubhik Nasional,

Peraturan Pemenntah Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2008
tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan | Lembaga Nepgara
Republik Indenesia Nomor 4816

Peraturan  PemenntahRepublik Indonesia Nomoerl7 Tahun 2018
entang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesin Tahun
2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik [ndonesia
MNomor 6206},

Peraturan Menterd Pendayagunaan Aparatur Nepara dan Reformasi
Hirokrast npomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan

{Beritn Negara Republk Indonesia Tahun 2014 Nomor 6135,

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokras: Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Surver Kepoasan

Masyarakat Unit Keria Penvelengparnan Pelayvanan Publik,

MEMUTUSKAN ...




Mengtapkan
RESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

MEMUTLUSKAN

Menetapkan Standar pelayanan Publik pada Kamor Camat Bintan Pesisir
hgbupaten Bintan, s¢bagaimana tereantum dalam Lampiran Keputusan imi
Standar pelayanan publik Kecamatan Bintan Pesisir Kabupaten Bintan
meliputi produk/jems pelayvanan :

| Surat Keterangan Register Surat Tansh di Kecamatan

2 Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)

[hspensast Nikah

La

Surat Keterangan Ahli Wars

Santunan Liang Duka

ot A

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalu Sistem Online Single
Submission (C55)

7. Rekomendasi Permohonan Lzin Mengadakan Keramaian

& Pelavanan Akta Kelghiran

Y. Pelayanan Akts Kematian

10. Pelavanan Kartu Indennitas Anak (KA

11 Pelayvanan Kartu Keluarga (KK )

12 Pelayanan kariu Tanda Penduduk (K TP-21)

i3 Pelavanan Surat keterangan Pindah WK (SKPWNI - Pindah Datang)

Standar Pelavanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan i
wa)ih dilaksanakan oleh penvelenggara / pelaksana dan schagai acuan dalam
pentlman  kioerga  pelayapan  oleh  pmpinan  penvelenggara, aparat
pengawasan dan masyarakatl dalam penyelenggaraan pelavanan publik
Surat keputusan mi beriaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan
apabila  dikemugian hari terdapat kekeliruan dalam  penetapan  surat
Keputusan 1ni skan diadakan perbaikan seperlunva

NIP 1983010420060481 005




STANDAR PELAYANAN PLBLIK

Nama Unit Pelavanan : Kecamatan Bintan Pesisir
Jenis pelayanan : Surat Keterangan Register Surat Tanah
di hecamatan

NG ROMPONEN URAIAN

I | Dasar Hukum |. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008
. Peraturan Bupati Bintan Nomor 8 Tahun 2009

Persvaratan elayanan . Formulir Permohonan

. Fotocopy Keterangan Register Surat Tanah darn
Kelurahan/Desa

. Surat Keterangan Pengurusan Fisik tanah (Sporadik)
! Alas Hak/SKPTT Ash

(]

]

[ ]

LI

|. Pemohon melengkapt  persvaratan  kemudian !
memasukan persyaratan ke Petugas loket
Petugas Loket memeriksa kelengkapan berkas, jika
berkas lengkap. maka berkas diteruskan ke Kepala
Seksi untuk di cek kelavakan bérkas untuk kemudian
dimasukan ke resi penerimaan berkas
Kepala Sekst membuat naskah surar Camat
Stal Admimistrasi mengetik naskah surat Camat
Paraf dan pengecekan surat oleh Kepala Seksi
Sekretaris Camai memeriksa redaks:onal surat dan
memparal

7. Camat mengoreks) menandatangant surat

8 Pencatatan dan penomoran surat
| 9 Penverahan surat kepada pemohon

3. Sitem, Mekanisme dan
Prosedur

I

= SR U S

f———— 1

4. | Jangka Waktu penvelesaian | 3 Hari kerja sejak permohonan dan persvaratan diterima
| dengan benar dan lengkap

| 5. | Biaya Mariff i Tdak dipungut biava (gratis)
'—I'-— . - I
6 Produk Pelavanan | Surat Keterangan Register Surat Tanah di Kecamatan
7. | Sarana Prasarana atau :Tempat parkir kendarsan, ruang tungpu pelavanan, AC,
fasilitas | poiok bermain anak, kipas angin, Tempat menyusui anak,

tempat duduk untuk pemohon, media informasi vang
menvangkut persvaratan pengurusan and Toilet

8 | Kompetensi pelaksana SOM sudah dibekali dengan bimbingan-bimbingan teknis
tentang pertznahan




8 Pengawasan Internal Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berjenjang
| hingga di Tingkat pengawasan oleh Camat

i

1. Pensnganan Pengaduan Masyvarakat menyampaikan pengaduan melalui kotak

saran [

(B

Sekretaris Camat memverifikasi kebenaran pengaduoan

Tl

Camat beserta Secam dan para Kasi mengidentifikas:
masaliah dan mencarikan glternatif Solus:

4 Camat mengambil Keputusan Langkah-langkah
mengatas masalahpengaduan tersebut,

11 | Jumlah Pelaksana 3 (tiga) orang

12. | Jaminan Pelavanan Sesuni Maklumnt Pelavanan

I3 | Jamipan Keamanan Kepastian Hukum

4. | Evaluasi Kinerja Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksanan dilakukan
Pelaksanaan secara rutin setiap bulan

ASSIUTN ARNT. 8
Pembing TE.I, V-b
WIP 19830104200604 1005




STANDAR PELAYANAN PUBLIK

Nama Unit Pelayvanan : Kecamatan Bintan Pesisir

Jenis Pelayanan : Surat keterangan Tidak Mampu (SKTM)
NG KOMPONEN LURAIAN
1 Dasar Hakum 1. UL Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem

Jaminan Sosial Nasional

U Nomor 11 Tahun 2009  tentang

Kesejahteraan Sosal

4 Peraturan Menter sosial Nomor
H47THUK/2013  tentang  Bantuan  Biava
Pendidikan luran Jaminan Keschatan

4 Peraturan Menten Ristekdikti Nomor 6 Tahun
2019 tentang bantuan biava pendidikan bag
mahasiswa miskin berpresiasi

a. UU Nomor & Tahun 2016, penyandang

| disabilitas atau difabel berhak mendapatkan

pendidikan sccara inklusif dan khusus, dan

Pemenniah juga wajib menyvediakan brava

pendidikan dan penvandang disebilitas

Persyaratan pelayanan SKTM .i'-in-:pu::l:t'uﬁr;h.l-ﬂi:r-[1n3n Kesehatan (BPIS,

Jampersal, Jamkesda)

Fotocopy K'TP

Fotocopy KK

Surat Asli dari Lurah/Kades

Pengantar RT/RW

4

Bad

R A N

SKTM Keperluan Beasiswa

Surat Permohonan Beasiswa

Rincian anggaran biaya

Surat Keterangan aktif kuligh

surat Pernyataan tidak menerima bantuan

birava pendidikan lamnya

Fotocopy KK /KTP

Fotocopy rekeming Bank

femohon membawa berkas yvang lengkap

Petuges loket menenma  berkas dan |

mengkoreks: berkas permohonan, jika berkas

tidak lengkap akan dikembalikan kepada

pemohon, jika berkas sudah lengkap akan

diteruskan kepadz Kasi

Kasi memeriksa dan memverifikasi

kelengkapan berkas

4. Seteflah berkas lengkap akan diserahkan ke
Camat untuk ditandatangan

e bl P e

Lh

3 Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Pad —= | T

Lad




STANDAR PELAYANAN PLBLIK

Sama Unit Pelayanan : Kecamatan Bintan Pesisir

Jenis Pelavanan : Dispensasi Nikah

NG KOMPONEN URAIAN

1.  Duasar Hukum . Peraturan Pemerintah Nomor |9 tahun 2008
Peraturan Bupati Bintan no 1¥ tahun 2009

Foto copy KTP calon suami dan sstri

Fotp copy KK calon suami dan isiri

Fotocopy yjazah  akte kelahiran celon suami dan

15t

| 4. Form NI, N2, N2 vang ¢ keluarkan Kelurahan |
Desa

. aurat Keterangan nikah darnt KUA

2. | Persvaratan pelavanan

i =) b =

Pemohon membawa berkas vang lengkap
Berkas diterima petugas
. Berkas divenfikasi oleh Kasi
Berkas diproses untuk selanjutnya ditandatangani
Camat
5. Berkas di serahkan kewarga

1 Prosedur

e Ll b e i

| Waktu pelayanan 20l menit dengan pérsynm’:nn vang diterima benar dan
lenghkap
Biaya ‘tarift Tidak dipungut biava rgralisr.
Produk Pelavanan Surat Dispensas: Nikah |
Sarana, Prosarana dan atau Komputer dan jaringan internet, ‘ATK peraturan |
Fasilitas Perundang-undangan dan peralatan komunikas:

-

Tty

~bp O

8. | Kompeiensi Pelaksana I Memiliki  kemampuan mengidentifikasi dan

analisis terkant dengan dokumen kependudukan
vang diajukan warga

Mampu  memahami  peraturan  perundang-
undangan

Memiliki Kemampuan mengoperasikan computer
dan internet

Memiliki tingkat ketelitian yang baik '
Mampu berkomunikasi dengan baik

SDM  yang dibekali dengan pelatihan  dan
himhingarn teknis temtang pelavanan publik

[ %]

th A= Tad

=

Pengawasan [nternal secara berjenjang hingga
ditingkat pengawasan oleh Kepala OPD

Y P:HEEWESEH"EHIEIRE|

| 10, | Penanganan Pengaduan Kotak saran, SP4N  lapor dan  email |
B mntan. pesisird 2 gmail com
11 | Jumlah pelaksana | 2 (dun) orang

12. | Jaminan pelayvanan | Sesuai Maklumat Pelavanan




13, | Jaminan Keamanan

kepastian Hukum

14.

Evaluasi kinerja pelakasana

1. Evalusi terhadap pelavanan public dilakukan
setiap saat jika terjadi kesalahan dan perubahan
atay peraturan pelaksanaan pelayanan public
Evalusi melalui KM wvang dilakukan setap
smester | dan 11

|-

NIP 1983004200604 1005




STANDAR PELAYANAN PUBLIK

Nama Unit Pelavanan : Kecamatan Bintan Pesisir

Jenis Pelavanan

: Surat keterangan Ahli Waris

N KOMPONEN URAIAN
I Dasar Hukum I KUHP Perdata
2. Intruksi BHP Indonesia LNI82I7 No 166
Pasal 62 s.d Pasal 63
3. Pasal 3 hurut a Peraturan Menteri Hokum
dan HAM Nomor 7 Tehun 2021 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta
Peninggalan
4. Pasal 111'ayat | haruf ¢ Peraturan Menteri
Agrarin/  Kepala Badan  Pertanahan
Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang
Ketentuan Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah
2 Persvaratan pelavanan [T, Pengantar RT dan RW :
2. Fotecopy KK dan KTP
3 Sural keterangan ahli waris dan Desa
Kelurahan
4 Surat Keterangan Silsilah Keluarga
3 Prosedur | Pemohon membawa berkas vang lengkap
2 Berkas diterima petugas
3. Berkas divenfikas: oleh Kasi
4. Berkas diproses untuk  selanjutnva
ditandatangani Camat
3. Berkas di serahkan kewarga
4 Waktu pelayanan 25 menit dengan ptrs:.-.'tratnn diterima dalam
keadaan benar dan lengkap
5 Biava ‘tarff Tidak dipungut biava (gratis)
5 | Produk Pelayvanan Surat Dispensasi Nikah
i Sarana, Prasarana dan atay Komputer dan jaringan nternet, ATK |
Fasilitas peraturan Perundang-undangan dan peraiotan
. Komunikas)
B

| Kompetensi Pelaksana

. Memibki kemampuan mengidentifikasi
dan anzbisis terksit dengan dokumen
kependudukan vang diajukan warga

2. Mampu memahami peraturan perundang-

undangan

Memiliki kemampuan menpoperasikan

computer dan internet

| 4. Memiliki tingkat ketelitian yang baik

L]




n

Mampu berkomunikasi dengan baik

(6. 3DM vang dibekali dengan pelatithan dan

bimbingan tekmis tentang pelayanan
publik

9, Pengawasan Internal . Pengawasan  Internal secara berjenjang
hingga ditingkat pengawasan oleh Kepala
OPD

10, Penanganan Pengaduan Kotk saran, SPAN lapor dan email

| bintan pesisir02@pmail.com

11 Jumlah pelaksana 2(dua) orang

12 Jaminan pelayvanan Sesual Maklumat Pelavanan

13 Jaminan Keamanan Kepastian Hukum

14 Evaluasi kinerja pelakasana

| Ewalusi terhadap pelavanan public
dilakukan setiap sant pika tenjads
kesalahan dan perubzhan sias peraturan
pelaksanaan pelayanan public

Evalusi melatui IKM vang dilakukan
setiap smester [ dan 11

[

ASSUN AR
Pembipd

NIP 19K30104200604 1005




STANDAR PELAYANAN PUBLIK

Nama Lnit Pelayanan : Kecamatan Bintan Pesisir

Jenis Pelayanan : santunan Unang Duka

NO | KOMPONEN URAIAN |
| Dasar Hukum Pelavanan 1. UL Nomor 40 Tahun 2004 tenfang Sistem

Jaminan Sostal Nasional
UL Nomor |3 Tahun 2011 tentang Penanganan

Tl

Fakir Miskin
3. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010
| tentang Percepatan Penangzulangan
| Kemiskinan

| 4. Peraturan Bupati Bintan Nomor 44/VIIL2019
| tentang Bantuan Sosmal Uang Duka Bagi
fasyarakat Tidak Mampu Kabupaten Bintan
Persvaratan | 1. Surat Permohonan Uang Duka bermatermi Rp.
10.000,-
Surat Laporan Kemauan dan RT/RW
Surat Keterangan Ahli Wans dan Lurah/Kades
Surat Keterangan Kematian dari Lurah/Kadeas
Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)
Fotocopy Akte Kématian
Fotocopy Kartu Kependudukan penghzpusan
| nama almarhum
& Fotocopy KK lama yang masih ada Naoma

I3

] T Un ds g B

almarhum

¥ KTP ash almarhum

1 kartu kependudukan ahli waris

3, | Sistem, Mekanisme dan Prosedur | |, Pemohon membawa berkas vang lengkap

2. Berkas diterima petugas

3. Berkas diperiksa dan divenifikas: oleh Kas:

4. Berkas  diserohkan  kepada  stal  untuk
pengetikan dokumen

5. Dokumen diperiksa dan diparaf oleh Kasi

6. Berkas  diserahkan ke Camat  untuk

ditandatangam
| 7. Berkas diserahkan ke warga

4, | Jangka Waktu penyelesaian 25 menit dengan persyaratan diterima  dalam
keadaan bepar dan lenghkap

5. | Biava ‘tanf Tidak |:|.:punguf"h_tﬁj}z-qgra-tt.s:l

&, | Produk Pelayanan Surat Lisulan Pengajuan

7. | Barzna Prasarana dan atau fasilitas | Komputer dan jaringan internet; ATK, Peraturan

Perundang-undangan dan peralatan Komunikasi




§ | Kompetens) Pelaksana |, Memiliki kemampuan mengidentfikast dan |
menganilisisterkait  dengan  berkas  vang
drajukan warga

| 2, Mompu memahami  peraturan  Perundang-
undangan

3. Memliki kemampuan mengoperasikan
computer dan internet

4. Memilikhi tingkat ketelittan vang baik dan
mampu berkomumkas: dengan baik, bekerja
dalam trm serta bekera tepat waktu

5 S5DM vang dibekali dengan pelatihan dan

! bimbingan teknis tentang pelayenan pubhik

9 | Pengawasan Internal ' Pengawasan Internal secara berjenjang hingga
L= ditingkat pengawasan oleh kepala OPD
| 10 | Pengelolaan pengaduan Kotak saran, SP4N  lapor dan  email
| bintan pesisird2(@gmail com

11 | Jumlah pelaksana 2 (dus) orang

12| Jaminan pelavanan Sesun) Makiumat Pelavanan

13 | Jaminan keamanan Kepastian Hukum

14 | Evaluasi kinerja pelaksana . Evaluasi terhadap Pelavanan Publik dilakukan

sctiap saat jika terjadi kesalahan dan perubahan
atas pelaksanaan pelavanan public

Evaluasi melalui IKM vang dilakukan setiap
semester

(]

NP 19830104200604 1005




STANDAR PELAYANAN PUBLIK

Sama Unit Pelavanan : Kecamatan Bintan Pesisir
Jenis Pelavanan : Perizinan Berusaha Berbasis Resiko melalui Sistem
Online Single Submission (S5)

NO KOMPONEN URAIAN

1. | Dasar Hukum Undang-undeng no 20 tahun 2008
Peraturan pemerintah no 7 tahun 2021
Perda Kabupaten Bintan no 5 tahun 2011
Surat formulir permohonan UMK
Berada pada pangkalan data Kecamartan
Surat pengantar RT/RW sctempat

Foto copy KTP

Foto copy KK

Foto copy surat tanah

Surat sewa menvewa (Jika dibutuhkan)
Foto copy IMB

Pas foto 4 x 6 (2 lembar)

Foto copy NPWP

Foto tempat usaha (usaha kecil)
Femohon membawa berkas vang lengkap
Berkas diterima petugas dan diperiksa
Herkas divenfikas: oleh Kasi |

. Petugas melakukan entry data dan mencetak
dokumen

| 5. Berkas di serahkan kewarga

Jangka Waktu penvelesman 15 memt dengan persyaratan diterima dalam

| keadaan benar dan lengkap
Brava ‘tantf | Tidak dipungut biaya ( gratis)
Produk Pelayanan sural Perizinan Berusaha Berbasis Resiko melalui

| Sistem Online Single Submission {088)
7. | Sarana Prasarana dan atau fasilitas | Computer Dan Jaringan interner, ATK. Peraturan

Perundang-undangan dan Peralaian Komunikas

.}

2 | Persyaratan pelavanan

el R R W

-
i |

3. Prosadur

fm Lk Ted e |
ra G 3 Hh

ki

o]

8  Kompelens: Pelaksana | Memiliki kemampuan mengidentifikasi  dan |
menganilisisterkait dengan berkas vang diajukan
warga

| 2. Mampu memaham: peraturan  Perundang-
undangan
3

Memiliki kemampuan mengoperasikan computer

dan miernet

4 Memiliki tingkat ketelitian yang baik dan mampu
perkomunikasi dengan bmk, bekerjz dalam um
seria bekerja tepat waktu

5 SDM vang dibekali dengan pelanhan dan

bimbingan tsknis tentang pelavanan publik




9. | Pengawasan Internal Pengawasan Internal secars beremiang hingga
| ditinghat pengawasan oleh kepala OPD
H | Pengelofaan pengaduan Kotak saran, SP4N lapor  dan  email
bintan pesisirl 2@ gmail . com

11. [ Jumlah p:[aksana T (dua) orang

12. | Jaminan pelavanan Sesuai Maklumat Pelavanan

13 | Jaminan keamanan Kepastian Hukum
14, | Evaluasi kinerja pelaksana I. Evaluasi terhadap Pelayanan Publik dilakukan

setiap saat jika terjadi kesalahan dan perubzhan
atas pelaksanaan pelavanan public
| 2. Evaluasi melalui IKM yang dilakukan setiap |

smester |

LT

ASSTUN
Pembina Tk 1, IV-b
NIP- 19830 1042006041003




Nama L nit Pelavanan T

STANDAR PELAYANAN PUBLIK

kecaomatan Bintan Pesisir

Jenis Pelayanan : Rekomendasi  Permohonan  Izin  Mengadakan
Keramuian
WO KEOMPONEN LRAIAN
1 Dasar Hukum Perda ﬂ’nupatﬂn Bintan Nomor 5 tahun 2011
2. | Persyaratan pelavanan 1. KTP
2. Nomor telepon yang terhubung Whatshap
3. Surat Rekomendasi dari kelurahan/Desa
3. | Sitem, Mekamsme dan Prosedur 1. Melengkap: data terkarnt persvaratan
2. Melampirakan Surat Rekomendasi dari
Kelurahan ' Desa
4. Waktu pelavanan Dalam Kurun wakiu 15 menit jika persvaratan
lengkap
5 Biava Nanf Tidak dipungut biava (gratis)
& | Produk Pelavanan Surat lzin Keramaian
T Ei_tréna_,l:""ras.ﬂmnﬂ dan atau A'I!:!'-i computer dan jaringan infernet
 tasilizas
8 1. Mampu memahami peraturan Perundang-

. | Kompetens: Pelaksana

9. | Pengawasan Internal

undangan

Memiliki kemampuan mengoperasikan

computer dan internet

3. Memliki tingkat ketelitian vang baik

4. Mampu berkomunikas: dengan baik dan
bekerja tepat waktu

B-d

10 | Pengelolaan pengaduan

Kotak saran, SP4N lapor dan email -
bintan. pesisirl2@gmail . com

11 | Jumlah pelaksena

2 (dua) orang

12 | Jaminan pelavanan

Sesuei Maklumat Pelavanan

L 13 | Jaminan keamanan

Kepastian Hukum

14 | Evaluasi kinerja pelaksana

Evaluasi terhadap rekomendasi permohonan izin |
mengadakan keramaian laporan pada akhir tahun

Pembinm PRI 1V-b
NIP 19930 104200604 1005




Sama Lnit Pelavanan
Jenis Pelavanan

STANDAR PELAYANAN PUBLIK

: hecamatan Bintan Pesisir
: Pelavanan Akte Kelahiran

NO | KOMPONEN

URAIAN

1 | Dasar Hukum UL Nomor 12 Tehun 2006 tentang Kewarganegaraan

UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adminisirasi

ULl Nomor 24 Tahun 2003 tentang Perubahan atas

ULl Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administras:

Kependudukan

4 PP Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan UL
Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administras
kKependudukan

5. PP No. 25 Tahun 2008 tentang persyaratan tata cara

| pendafiaran penduduk dan pencatatan sipil

6. Permendagn: Nomor 28 tahun 20|10 tentang pedoman

| penvelenggaraan Pendafiaran Penduduk dan Pencawatan
Stpil Dacrah

7. Perda Kabupaten Bintan Nomor 6 Tahun 2006 tentang
penvelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan
Sipil

8 Perbup Kabupaten Bintan Nomor 3 tahun 2007 tentang
Standar Pelayanan Minimum perpanjangan KTP dan
AkteKelahiran Gratis

9 Perbup Kabupaten Bimtan Nomor 6 Tahun 2007 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Penerbitan KTP dan Akiwe
Kelghiran Gratis

Ut P

L=

. Permenpan dan RB Nomor 15 tahun 2014 tentang
Standar Pelayanan Publik

| B ]

Sural kelohiran dart rumah sakit’ dokier bidan
- Mengisi Form Pengajuan
Fotocopy KK lama dan baru
Fotpcopy KTP orang tua
Forecopy surat nikah' akia perkawinan orang tua
Fotocopy KTP 2 orang saksi berusia 21 tahun keatas

| Pers varatan pelavanan

Oh W e bR s e

Sistem, mekanisme dan
Prosedur

il

Pemohon membawa berkas vang lengkap

Berkas di tenma petugas

Berkas di verifikas) oleh Kas

Berkas dratt dicetak oleh operator

Berkas diteruskan ke Dnsduk Caml Kabupaten Britan
Berkas vang sudah ditanda tangani diserahkan ke
register Kecamatan

Berkas di serahkan kewarga

o oUn s L Pd e

=J




Waktu pelavanan

14 Hari kerja

5. | Biaya /tanf Tidak dipungut bigva |gratis)
6. Produk pelayanan Akta Kelahirun
7. | Sarana’ prasaranan dan romputer, lanngan internet, ATK, Peraturan Perundang-
fastlitas undangan dan peralatan komunikasi
& | Kompetensi Pelaksana 1. Mam!:g fnemuhuml peraturan Ferugdang-un:iangan
2 Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer dan
internet
3. Memiliki tingkat ketelitian yvang baik
4 Mampu berkomumkas dengan baik dan bekerja tepat
wakiu
G | Pengawasan internel Pengawasan dilakukan secara berjenjang didalam internai
OrPp
10, | Pengelolagn pengaduan Kotak saran, SPAN Lapor, Email
bintan. pesisird2@gmail com
i1, | Jumlah pelaksana | Sesuar 3K
12, | Jaminan pelavanan Sesuni Maklumat Pelavanan
13. | Jaminan Keamanan Kepastian Hukum
14, | Evaluasi kinerje pelakasana 1. Evalusi terhadap pelayanan public dilakukan setiap saat

Jika terjadi kesalahan dan perubahan atas peératuran
pelaksanaan pelayanan public

2, Evalusi melalul TKM yang dilakukan setiap smester |
dan 11

NIP 19823




STANDAR PELAYANAN PUBLIK

Numa Unit Pelayanan : kecamatan Bintan Pesisir
Jenis Pelavanan : Pelavanan Akte Kematian
NO KOMPONEN [ URAIAN

! Dazar Hukum

i UL Neo, 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan
2 UL No. 23 Tahun 2006 tentang Administras
3 UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UL
Moo 23 Tahun 2006 temang Adminisiras:
Kependudukan
4. PP No. 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan UL |
Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan |
5 PP No. 253 Tahun 2008 tentang persvaratan tata cara |
pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil
6. Permendagri Koo 28 tabun 2010 {entang pedoman
penvelengzaraan Pendaftaran Penduduk dan
| Pencatatan Sipil Daerah
7. Perda Kabupaten Bintan No & Tahun 2006 tentang
' penvelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan
Pencatatan Sipil
| 8. Perbup Kabupaten Bintan Mo 5 tahun 2007 tentang
Standar Pelavanan Minimum perpanjangan KTP dan
Aktle Kelahiran Grats
9 Perbup Kabupaten Biman No. 6 Tahun 2007 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Penerbitan KTP dan Akte
Kelahiran Gratis
10, Permenpan dan RB Nomor 15 tahun 2014 tentang
Standar Pelavanan Publik
Sural kematian/ hisum dan dokter’  bidan
Surat kematian darr Desa‘Kelurahan
Fotocopy KK lama dan baru
Fatocopy KTP vang meninggal
Fotocopv KTP Pelapor
Fotocopy KTP 2 orang saks
Bagi WHNA;
a KTP dan KK yang bersangkutan bagt WNA tnggal
letap
B.SKTT vang bersangkutan untuk WNA  tinggal
terbatas
¢. Dokumeén imigrasi yang bersatngkutan WNA
pemegang izin singgah atau 1zin kunjungan
Prosedur |. Pemohon membawa berkas yang
lengkap
| 2. Berkas di terima petugas regisier

LB

I
| Persyaratan pelayanan
|

Lid ol

o =

Lak




3. Berkas di verifikasi oleh Kass
4. Berkas draft dicetak oleh operator
. Berkas diteruskan Ke Disduk Capil Kabupaten Bintan
- Berkas vang sudah ditandatangani
Diserahkan ke register kecamatan
7. Berkas di serahkan kewarga

(=T ¥ 1

4. | Waktu pelayanan 4 Han kerja
_' 5 | Biava tanf Tidak dipungut biava (gratis)
6. | Produk pelavanan Akta Kematian
7. | Sarana/ prasaranan dan Komputer, jaringan internet, ATK, Peraturan 2
fasilitas Perundang-undangan dan peralatan komunikasi
8. | Kompeiensi Pelaksana . Mampu memahami Peraturan Perundang-undangan
2. Memihiki kemampuan mengoperasikan Komputer dan
internet
3. Memiliki tingkat ketelinan vang baik
4. Mampu berkomunikasi dengan baik dan bekerja tepat
wakiu
5. 8DM vang dibekali dengan pelatthan dan bimbingzn
_ teknis tentang pelavanan publik
9 | Pengawasan internel . Pengawasan dilakukan secars berjenjanyg didalam
internal OFD
10, | Pengelolaan pengaduan 'Kotak  saran, SP4N  Lapor dan  emuail
! bintan. pesisirt2@ gmail com B
11. | Jumlah pelaksana | Sesuai SK o
12, | Jaminan pelavanan - Sesunil Maklumat Pelavanan
13, | Jaminan Keamanan | kepastian Hukum
14. | Evaluasi kinerja pelakasana

i Evalusi terhadap pelavanan public dilakukan setiap
saat |1ka terjadi kesalahan dan perubshan atas
peraturan pelaksanaan pelavanan public

2 Evalusi melalut IKM yang dilakukan setiap smester |

dan [l

ASSUN
Pembina

NIP 19840104200604 1005




STANDAR PELAYANAN PUBLIK

Nama Lnit Pelavanan
Jenis Pelayanan

: hecamatan Bintan Pesisir
: Pelayvanan Kartu Identitas Anak (K1A)

N | KOMPONEN

URAIAN

| ' Dasar Hukom

Lid ok ==

UL Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan
UL Nomor 23 Tehun 2006 tentang Admintstras

ULl Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UL
No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
kependudokan

PP No, 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan UU nomaor
23 Tahun 2006 tentang Admimstrasi Kependudukan
PP Mo, 102 tahun 2012 tentang perubshan ketiga atas
peraturan presiden nomor 37 tahun 2007
tentangadministrasi

PP Mo. 25 Tahun 2008 tentang persvaratan taia cars
pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil

PP No, 126 Tahun 2012 tentang perubahan ketiga atas
PP No. 26 Tahun 2009 tentang pencrapan KTP berbasis
NIk szcara nasional

PP No. 112 Tahun 2013 tentang perubahan keempat
atas peraturan Presiden Moo 26 Tahun 2009 tentang
penerapan KTP berbasis NIK secara Nasional
Permendagri No, || tahun 2010 tentang pedoman
pendataan dan penerbitan dokumen kependudukan bagi
penduduk rentan admimistrasi kependudukan
Permenpan & BB Mo, 36 Tahun 2012 tentang Pergturan
tahun 2008 tentang perubahan keempat atas peraturan
Presiden No. 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP
berbasis secara Nasional

Permenpan dan RB nomor 36 tahun 2012 entang
petunjuk dan teknis penvusunan, penetapan dan
penerapan Standar Pelayanan

. Permenpan & RB nomer 15 Tahun 2014 tentang

Pedoman Standar Pelavanan

| B¥ ]

Parsvaratan pelavanan

eV

Fotocopy KK Terbaru ( 2 lembar }
Fotocopy akte kelahiran

Ehusus KIA lampirkan CD Foto
berwarna | usia > 5 tahun )

3 | System, mekanisme dan
Prosedur

1. Pemohon mengajukan permohonan pembuatan K1A

-4

Petugas loket menenima dan mengoreks: berkas
permohonan K1A, jika berkas tidak lengkap




dikembahikan kepada pemohon, jika berkas sudah
lengkap berkas akan diteruskan kepada operator S1AK
Dperator STAK menginput dan mencetak draft KI1A
Dratt vang sudah selesar diserahkan ke bagian register
untuk dinput kedalam Spreadsheet guna untuk
pengajuan secara kolektif ke Dukcapil Kabupaten

5. Berkas yang sudah siap berangkat diserahkan kepada
Kast untuk dilakukan pengajuan ke DISDUKCAPIL
bagian Dafduk

6. Kast melakukan pencetakan berkas unfuk pencetakan
KlA

7. Disdukcapil akan mencetak KIA kemudian diserahkan
kembali ke kecamatan

8 D1 Kecamatan KIA diserabkan ke bagian register untuk
diserahkan kepada pemohon

9 Bagian Register menghubung pemohon untuk
mengambil KIA melalul Via telepon atau WA

e

4. | Waktu pelayanan 14 Hari kerja sejak permohonan dan persyaratan diterima
| dengan benar dan lengkap
5 . Biaya ftanff Tidak dipungut biaya {gratis)
6. | Produk pelavanan | Kartu ldentitas Anak (KIA )} dan E-KTP
| |
7 i Sarana, Prasrana dan | Kompater dan jaringan internet, ATK peraturan
| fasilitas | Perundang-undapgan dan peralatan komunikasi

| 1. Mampu memahami peraturan Perundang-undangan

2. Memiliki kemampuan mengoperasikan computer dan
imfernet

Memiliki tingkat ketelitian vang baik

Mampu berkomunikasi dengan baik dan bekerja tepat
waktu

SDM vang dibekal dengan pelatihan dan bimbingan
teknis tentang pelavanan publik

B | Kompetensi pelaksana

diw  Lab

]

' Pengawasan dilakukan secara berjenjang didalam internal

OPD

10, | Pengelolaan pengaduen Kotek saran . SP4N Lapor dan
emazil-hintan pesisirl2@ gmail com

D, | Pengawasan internal

11, Jumlah pelaksana Sesual SK

12, | Jaminan pelayanan Sesuai Maklumat Pelayanan |

13, | Jaminan Keamanan kepastian Hukum

14. | Evaluasi kinerja . |, Evalusi terhadap pelajr'n_nan public dilakukan setiap
pelukasana saat jika tenjadi kesalahan dan perubahan atas

peraturan pelaksanaan pelavanan publik




2. Evalusi melalui IKM vang dilakuskan setiap smester |

dan 11

Pembina Tk™, [¥-b
NP 19830 104200604 10035




STANDAR PELAYANAN PUBLIK

Nama U nit Pelavanan : hecamatan Bintan Pesisir
Jenis Pelayanan : Pelayanan Kartu Keluarga (KK)
R

WO ROMPONEN LRATAN

[ 1. U no. 23 Tahun 2006 tentang Administras i

kependudukan |

UL No. 25 Tahun 2009 tentang Pelavanan Publik

UL No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UL No

23 Tahun 2006 tentang Administras: Kependudukan

4. PP no. 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan UL nomor

23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

PP no. 102 tahun 2012 tentang perubahan Ketiga atas

peraturan presiden nomor 37 tahon 2007 tentang

administras

6. PP no. 25 Tahun 200¥ tentang persyaratan tata cara

pendafiaran penduduk dan percatatun sipil

PP onp; 126 Tahun 2012 tentang perubahan ketiga atas

PP No. 26 Tahun 2009 tentang penerapan KTP

| berbasis NIK secara nasional

5 PP No. 112 Tahun 213 tentang perubahan keempat atas
peraturan Presiden No. 26 Tehun 2009 tentang
penerapan KTP berbasis NIK secarn Nasional

| 9, Permendagrt No. 11 tahun 2010 tentang pedoman
pendataan dan penerbitan dokumen kependudukan bagi
penduduk rentan admimstrasi kependudukan |

b0, Permendagri Na. 19 Tahun 2010 tentang formulir dan
buku vang digunakan dalam pendafiaran penduduk dan
pencaatatan sipil

. | Dasar Hukum

4

'

_-\-.ln

1l. Permenpan dan RB nomor 36 tahun 2012 tentang
petumjuk  dan  teknis  penvusunan, penetapan dan
penerapan Standar Pelayvanan

2. | Persvaratan Pengajuan KK baru

Sural Nikah/Akta Nikah

ljazah Pendidikan terakhir

Akta Kelahiran/Surat Kelahiran bagi keluarga yang
mempunyai gnak

4, Surat Pindah dating dar daerah asal

b el —

Perubahan Data Kartu Keluarga :
| 1. KK ash lama




Siem, Mekanisme dan
Prosedur

d b —

2. Surat Keterangan atau bukt peru_b:ahan peristiwa
kependudukan dan peristiwa penting

Penerbitan KK rusak atau hilang |

Surat keterangan Kehilangan dan Kepolisian
KK rusak / Fotocopy KK hilang

KETP Elektromk

Pemohon membawa berkas vang lengkap

Berkas di terima petugas register

Berkas di verifikas: oleh Kasi

Berkas di entry oleh operator

Berkas diteruskan ke Disduk Caprl Kabupaten Bintan
Berkas vang sudah divenfikasi Disduk diserahkan ke
register kecamatan

7. Cetak KK dan di serahkan kewarga

R

i

Ly

o

4. Jangka Waktu penvelesaian 14 Hari kerja sgjak permohonan dan persvaratan diterima
dengan benar dan lengkap
5. | Biaya Nariff Tidak dipungut biaya (gratis)
6 | Produk Pelavanan Kartu Keluarga (KK)
7.  Sarana, Prasrana dan fasilitas  Komputer  dan  janingan  internet, ATK  peraturan
Perundang-undangan dan peralatan komunikas
§. | Kompetonst ietaksana | Mampu memahami peraturan Pﬂrur!dang- andangan
2. Memiliki kemampuan mengoeperasikan computer dan
internet
3. Memiliki tingkat ketelittan vang baik
4. Mampu berkomunikasi dengan baik dan bekerja tepat
wakiu
5. SDM yang dibekali dengan pelatihan dan bimbingan
tekmis tentang pelavanan publik
9 | Pengawasan internal Pengawasan dilakukan secara berjenjang didalam internal
OPD
10. | Pengelolaan pengaduan Kotak saran, SP4N Lapor. dan email:
bintan. pesisird2i@gmail com
1 1. | Jumlah pelaksana Sesum Sk
12, Jaminan pelavanan Sesual Maklumat Pelayvanan
I3, | faminan Keamanan Kepastian Hukum
14, | Evaluas: kinerja pelakasana | Ewalusi terhadap pelayvanan public dilakukan setiap

saat jika terjadi kesalahan dan perubahan atas
peraturan pelaksanaan pelayanan public




2 Evalusi melalm IKM vang dilakukan setiap smester |
dan [1

N PESJSIR

ASSUN Bos

PeribingTk 1. IV-b
NIP {9830104200604100%




STANDAR PELAYANAN PUBLIK

Sama Unit Pelayanan : Kecamatan Bintan Pesisir
Jenis Pelavanan : Kartu Tanda Penduduk (KTP-el)
N KOMPONEN URAIAN

1. | Dasar Hukum |. UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
2, UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayvanan Publik
3, ULN No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UL No. 23
Tahun 2006 tentang Administras: Kependudukan
4. PP-No. 37 Tahun 2007 tentang Pelaksansan UU nomor 23
Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
PP Mo 102 tahun 2012 tentang perubahan ketiga atas
peraturan presiden nomor 37 1ehon 2007
tentangadministrasi
& PP Mo. 23 Tahun 2008 tentang persvaratan fata cara
pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil
7. PP No, 126 Tahun 2012 tentang perubahan Ketiga atas PP
No, 26 Tdhun 2009 tentang peﬁerﬂpan KTP berbasis NIK
Secara nasional
8 PP No 112 Tahun 2013 tentang perubahan keempat atas
peraturan Presiden Mo, 26 Tahun 2009 tentang penerapan
KTP berbasis NIK secara Nasional
9. Permendagri No. 1] tahun 2010 tentang pedoman pendataan
dan penerbitan dokumen kependudukan bagm penduduk
rentan admimistrasi kependudukan
1. Permenpan & RB No 36 Tahun 2012 tentang Peraturan
tahun 2008 tentang perubzhan keempat atas peraturan
Preswden No. 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP
berbasis secara Nasional
11 Perménpan dan RB nomor 36 tahun 2012 tentang petunjuk
dan tekmis penyusunan, penetapan dan penerapan Standar
Pelayanan
Permenpan & RB nomor 13 Tahun 2014 tentang Pedoman
standar Pelavanan

Yl

(]

—

Persvaratan pelayanan . Forecopy KK Terbaru ( | lembar )

¥

Ll

. Pemohon membawa berkas ( Fe KK Terbaru )

. Berkas di térima pelugas register

. Melakukan perekaman di Kecamatan

. Berkas diteruskan ke Disduk Capil Kabupaten Bintan

. Pengambilan e-KTP di Disduk Capil Kabupaten Bintan
. E-KTP di serahkan ke warga

Prosedur

Ok s b B o




4, | Jangka Waktu
| penyelesaian

4 Har kerja sejak permohonan dan persvaratan diterima
dengan benar dan lengkap

5 Biaya tariff

Tidak dipungut biava (gratis)

Kartu Tanda Penduduk {KTP-el}

6. | Produk Pelayanan
7.

I
Sarana, Prasrana dan
fasilitas

Komputer dan jaringan internet. ATK peraturan Perundang-
undengan dan peralatan komunikesi

8. Kompetens: pelaksana

| Mampu memahami peraturan Perundang-undangan

2, Memuliki kemampuen mengoperasikan computer dan
Irlernet

3, Memiliki tingkat ketelitian vang baik

4. Mampu berkomunikas dengan baik dan bekerja tepat
Wikl

9. | Pengawasan internal

Pengawasan dilakukan secara berjenjang didalam internal
OPD

0. | Pengelolaan pengaduan

Kotak saran,SP4N Lapor dan emml:
bintan, pesisird2i@email, com

11, Jumlah pelaksana

Sesup SK

12 | Jaminan pelavanan

Sesuar Maklumat Pelavanan

13, | Jaminan Keamanan

Eepastian Hukum

14, | Evaluasi kinerja
| pelakasana

I Evalusi terhadap pelavanan public dilakukan setiap saat
11ka terjadi kesalahan dan perubahan atas peraturan
pelaksanaan pelayanan public

2 Evalusi melalw IKM vang dilakukan setiap smester | dan
1

ASSUN W, 4 505
Pembina ¥k.L, [V-b
NP 19830 104700604 1005



STANDAR PELAYANAN PUBLIK

Nama Unit Pelavanan : Kecamatan Bintan Pesisir
Jenis Pelayanan : Pelayanan Surat Keterangan Pindah WXNI
{(SKPWNI - Pindah Datang)

NO KOMPONEN URAIAN

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96
Tahun 2018 Tentang Persvaratan dan Tata Cara
Pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil
Peraturan Menten: Dalam Negen Republik Indonesia
Nomor |08 Tahun 2019 Tentang Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 tentang
Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran penduduk dan
‘ Pencatatan Sipil

‘ | 3 Peraturan Menten Dalam Negen Republi Indonesia

1. | Dasar Hukum

i

Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku
yang digunakan dalam Administras: Kependudukan

2. | Persyaratan pelavanan 1. Kartu Keluarga
2. Surat Permohonan dengan alamat tujuan
| pindah’datany yang jelas dan ditandatzngan
| pemohon
‘ | 3. Memeperlihatkan KTP Elektronik pemohon
‘ 3. | Prasedur | 1. Pemohion membawa berkas vang lengkap
| 2 Berkas di terima petugas register
'3 Berkas di verifikasi oleh Kasi
4 Berkas di entry oleh operator
' 5. Menunggu TTE dari Disduk Capil Kabupaten Bintan
| 6. Berkas yang sudah TTE Diserahkan ke register
kecamatan
7. Berkas di serahkan kewarga
4. | Waktu pelavanan 3 Han kerjs
5. | Biava fanff Trdak dipungut biaya {glr.'ﬂtil
| & | Produk Pelavanan SKPWNI -
7. | Sarana, Prasrana dan Komputer dan janingan mternet, ATK, Peraturan
fasilitas Perundang-undangan dan peralatan komunikasi
8. | Kompetensi pelaksana | 1. Memiliki kemampuan mengidentifikasi dan analisis
terkant dengan dokumen kependudukan vang
diajukan warga
2. Mampu memahami peraturan perundang-undangan
3. Memilik) kemampuan mengoperasikan computer dan
mternet
4 Memiliki tingkat ketelitian vang baik




L

Mampu berkomunikasi dengan baik, bekerja dalam
tim, dan bekena tepat waktu

A 5DM vang dibekali dengan pelatihan dan bimbingan
teknis tentang pelayanan publik

Péngawasnn internal Pengawasan dilakukan secara 1:-5:[;-.3[:.]arl.}_T didalam
internal OPD

Pengelolaan pengaduan | Kotak Saran, 3P4N Lapor, dan email
intan. pesisird 2@ gmatl.com

Jumlah pelaksana Sesuai 8K

Jaminan pelavanan Sesual Maklumat Pelayanan
Jaminan Keamanan Kepastian Hukum

Evaluas) kinena |

Evalusi terhadap pelayanan public dilakukan setiap
saal jika terjadi kesalnhan dan perubahan atas

| peraturan pelaksanaan pelavanan public

| 2 Evalust melalul IKM vang dilakukan setiap smester |
dan [1

pelakasana

i-&

NP “["?E.:l H’HE[] pE04 10035
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